
TEMANGGUNG (KR)

- Kidung doa dipanjatkan

umat Buddha pada tradisi

Ullambana di Kelenteng

Hok Tek Tong, Parakan,

Temanggung, Jawa

Tengah, Rabu (14/8).  

Tradisi Ullambana se-

belumnya telah sekitar 20

tahun absen digelar di ke-

lenteng tertua yang ter-

letak di lereng Gunung

Sumbing dan Sindoro

tersebut. Tak ayal, begitu

ada informasi akan dige-

lar, ritual untuk mengirim

doa pada arwah leluhur

itu pun disambut antusias

umat untuk ikut serta.

Tidak hanya dari Te-

manggung, sejumlah war-

ga yang punya leluhur di

Parakan pun ikut. Mereka

dari sejumlah kota di

Indonesia, bahkan ada

yang dari Guangzau,

Tiongkok.

Ullambana merupakan

hari suci umat Buddhis

yang dilakukan mulai

tanggal pertama hingga

ke-15 bulan 7 Penang-

galan Imlek sebagai ung-

kapan balas budi kepada

orangtua dan para leluhur

keluarga.  

Bikkhu Nyanaprathama

mengatakan, tujuan tra-

disi Ullambana sebagai

ungkapan balas budi ke-

pada orangtua dan para

leluhur keluarga. Bikkhu

dari Sangha Agung Indo-

nesia itu menjelaskan, pa-

da tradisi tersebut selain

membaca Parita Suci, pro-

sesi ibadah juga dilengka-

pi makanan dan minum-

an. “Harapan dapat dilim-

pahkan kepada orangtua

serta leluhur yang telah

meninggal dan terlahir di

alam menderita, sehingga

dapat terlahir di alam ba-

hagia dan terbebas dari

penderitaan,” katanya.
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● BARU pertama kali

saya menanam pohon sing-

kong di kebun. Setelah em-

pat bulan, pohon agak ting-

gi, saya ambil singkongnya.

Tanah di kebunku agak

gembur sehingga tidak ter-

lalu sulit digali. Satu batang

ada lima singkong. Sung-

guh pengalaman sangat lu-

ar biasa. (Chendra Octaria,

Jalan Diponegoro 9A RT

012 RW 003 Gowongan,

Yogyakarta 55232)-f

RIUH,  riang, gembira mewarnai bulan Agustus. Seluruh

komponen bangsa merayakan kemerdekaan Indonesia.

Berbagai acara (formal, informal, maupun budaya) marak di

mana-mana. Semuanya bermakna sebagai ungkapan rasa

syukur kehadirat Ilahi Rabbi.

Pada aspek linguistik, kata ÔmerdekaÕ, berasal dari ba-

hasa Sansekerta maharddhika. Artinya, terhormat, bijak-

sana, dan berbudi luhur. Pada aspek kebangsaan, diartikan

sebagai lepas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Bila

aspek kebahasaan dan aspek kebangsaan dipadukan, ma-

ka ÔmerdekaÕ berarti kewajiban semua bangsa untuk saling

menghormati, bersikap bijak dalam berinteraksi, dan mem-

posisikan akhlak (budi-luhur) sebagai inti kehidupan.

Para founding fathers, memaknai kemerdekaan sebagai

hak bangsa. Dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa 
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JAKARTA (KR) - Us-

man Kansong memastikan

alasan pengunduran diri-

nya dari posisi Direktur

Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik (Dirjen

IKP) Kementerian Komu-

nikasi dan Informatika

(Kemenkominfo) karena

masalah pribadi dan tidak

ada tekanan politik di ba-

lik keputusan tersebut.

“Gak ada tekanan dari

luar, ini keinginan saya

sendiri dan saya sudah bi-

carakan dengan Bu Sekjen

dan Pak Wamen, sebelum-

nya juga dengan Pak Men-

teri jadi ada apalah, ada

apa namanya (alasannya)

dari dalam diri saya sen-

diri,” kata Usman dalam

konferensi pers di Kantor

Kemenkominfo di Jakarta

Pusat, Rabu (14/8).

Usman menyebutkan,

keputusan pengunduran

diri dari jabatan Dirjen IKP

yang diambilnya bukan

langkah yang terburu-bu-

ru, karena telah dibahas se-

jak satu pekan lalu ber-

sama beberapa pejabat

tinggi Kemenkominfo. Mes-

ki begitu ia mengaku me-

mang langkah formal pem-

berian surat pengunduran

diri kepada Menkominfo

Budi Arie Setiadi baru di-

lakukan Selasa (13/8).

Usman menjabat Dirjen

IKP tiga tahun lebih.
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MUNDUR DARI DIRJEN IKP KOMINFO

Usman Kansong: Bukan Tekanan Politik

KEDIRI (KR) - Tokoh di Pondok Pesantren Lirboyo

Kediri Jatim, Kiai Zamzami Mahrus mengatakan, para

pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di daerah-daerah pasti

menilai tindakan yang dilakukan Pengurus Besar Nah-

dlatul Ulama (PBNU) tentang perseteruannya dengan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak masuk akal.

Ia mengatakan, pengurus NU tersebut resah melihat kon-

disi tersebut. Menurutnya, konflik tersebut harus disudahi

karena PBNU tidak punya hak untuk mencampuri urusan

internal PKB. “Sebab PBNU dan PKB wadah organisasi

yang berbeda. Harusnya pengurus NU menyadari posisi itu

dengan tidak terus berpolemik dan menyudahi konflik,” kata

Zamzami dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8).

Zamzami mengatakan, Yahya Cholil Staquf alias Gus

Yahya selaku Ketua Tanfidziyah PBNU harus menyadari

posisi dan peran PBNU sebagai organisasi kemasyarakat-

an, bukan organisasi politik. “Kalau begini kan PBNU sen-

diri yang melenceng dari khittah (garis besar perjuangan

organisasi) untuk tidak berpolitik praktis,” jelasnya.

Ia yakin pengurus wilayah dan pengurus cabang NU di

daerah ingin mengungkapkan kegelisahannya melihat

perseteruan PBNU dan PKB. Namun, mereka tidak bisa

mengungkapkannya, karena adanya benturan struktu-

ral. “PBNU harus tetap menjaga khittahnya dan maqom-

nya sebagai ormas. Jangan masuk melakukan politik

praktis. Untuk urusan politik kepercayaan sepenuhnya

pada PKB,” tegas Zamzami.
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NU DI DAERAH RESAH 

Koflik PBNU-PKB Harus Disudahi
JAKARTA (KR) - Du-

gaan larangan mengena-

kan jilbab bagi para ang-

gota putri Paskibraka

tingkat nasional meman-

tik kontroversi. Wakil Ke-

tua Komisi IX DPR RI

Kurniasih Mufidayati me-

nyayangkan dugaan la-

rangan tersebut.

Menurut Kurniasih, jika

benar ada larangan seperti

itu sangat bersifat kon-

tradiktif dengan semangat

perempuan Muslim Indo-

nesia dalam menutup au-

rat dengan berbagai style

tanpa menghalangi mere-

ka untuk berprestasi.

“Untuk menerapkan

ajaran agama, sudah ba-

nyak ide kreatif dikem-

bangkan dalam berhijab.

Ini malah kemunduran

namanya jika ada larang-

an berjilbab di Paskibra-

ka. Padahal tahun-tahun

sebelumnya, Paskibraka

berjilbab tidak jadi soal,

bahkan pernah ada Paski-

braka berjilbab yang

membawa baki bendera

pusaka,” ujarnya dalam

keterangannya di Ja-

karta, Rabu (14/8).

Kurniasih juga menilai

dugaan larangan pema-

kaian jilbab di Paskibra-

ka itu adalah suatu ke-

munduran. “Kalau kebi-

jakan pelarangan ini

hadir, kita mundur jauh

ke belakang. 
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DUGAAN LARANGAN PASKIBRAKA PAKAI JILBAB

Memprihatinkan, BPIPAkui Demi Keseragaman

KAMIS WAGE

KR-Zaini Arrosyid

Umat mengikuti ritual tradisi Ullambana di Kelenteng Hok Teng Tong, Parakan,
Temanggung.

KR-Antara/Livia Kristianti

Usman Kansong

KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

Anggota Paskibraka dan prajurit TNI mengikuti
latihan baris berbaris di lapangan Pancasila,
kompleks Yonif Mekanis 403/WP, Depok, Sleman,
Selasa (13/8/2024).

KR-Antara/Aprillio Akbar

Petugas Kejaksaan melepas borgol terdakwa kasus dugaan korupsi pengelo-
laan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis (tengah) saat menghadiri
sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2024). 

SANDRA DEWI TERIMA RP 3,15 M

Harvey Moeis Tak Keberatan Dakwaan Korupsi
JAKARTA (KR) - Terdakwa Harvey

Moeis yang merupakan perpanjangan ta-

ngan dari PT Refined Bangka Tin tidak me-

ngajukan nota keberatan (eksepsi) atas dak-

waan merugikan keuangan negara senilai

Rp 300 triliun dalam kasus dugaan korupsi

dalam pengelolaan tata niaga komoditas

timah dan tindak pidana pencucian uang

(TPPU). Dengan demikian, sidang dilan-

jutkan ke tahap pembuktian dari jaksa pe-

nuntut umum pada Kamis, 22 Agustus

2024, dengan agenda pemeriksaan saksi.

“Saya mengerti tentang dakwaannya

dan saya mohon izin untuk melanjutkan

ke tahap selanjutnya, kalau diperboleh-

kan ke tahap pembuktian,” ujar Harvey

dalam sidang pembacaan surat dakwaan

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8).
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Dengan demikian per-

ubahan AD/ART itu pun

merupakan kewenangan

peserta musyawarah nan-

tinya.

“Ini harus disesuaikan

dengan antisipatif keada-

an, seperti Munas lalu kita

ubah anggaran dasar be-

berapa pasal,” kata Nurdin

di Jakarta, Rabu (14/8).

Namun, ujarnya, AD/-

ART itu tidak boleh di-

ubah hanya untuk kepen-

tingan seseorang saja.

Apapun kehendak munas

nantinya, adalah bagian

dari keputusan peserta

musyawarah. Di samping

itu, ia pun telah menyata-

kan akan mendukung

Bahlil Lahadalia untuk

maju sebagai calon Ketua

Umum Partai Golkar. 

Menurutnya, AD/ART

pun tidak perlu diubah ji-

ka Bahlil ingin mencalon-

kan karena sosok Menteri

Investasi itu sudah me-

menuhi syarat. “Pak Bah-

lil pernah menjadi pengu-

rus Golkar dan persya-

ratannya minimal 5 ta-

hun, dan satu periode itu

sudah cukup, dan Pak

Bahlil memenuhi syarat

itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Selasa

(13/8) malam, Rapat Pleno

DPP Partai Golkar memu-

tuskan memilih Agus Gu-

miwang sebagai Pelaksana

tugas (Plt) Ketua Umum

Partai Golkar menggan-

tikan Airlangga Hartarto

yang mengundurkan diri

dari Ketum Partai Golkar.

Selanjutnya, ia mengu-

mumkan pelaksanaan ra-

pat pimpinan nasional

(Rapimnas) dan musyawa-

rah nasional (Munas) pada

20 Agustus 2024. Bebe-

rapa hal akan dibahas da-

lam Rapimnas dan Munas

tersebut yakni langkah

politik partai hingga pe-

nentuan Ketua Umum

Partai Golkar.

Sampai kemarin, Bahlil

Lahadalia memang diga-

dang-gadang menjadi ca-

lon Ketum Partai Golkar.

Seandainya Bahlil men-

daftar jadi calon ketum pa-

da Musyawarah Nasional

(Munas) Partai Golkar,

Nurdin Halid meyakini,

kader-kader Partai Golkar

se-Indonesia akan men-

dukungnya.

“Saya pribadi juga men-

dukung Pak Bahlil karena

dia adalah kader Golkar

yang potensial, track re-

cordnya sangat memadai

untuk memimpin Golkar

ke depan,” kata Nurdin.

Namun, sebagai peting-

gi partai, lanjutnya, Gol-

kar akan tetap membuka

kesempatan bagi kader-

kader lainnya yang 
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JAKARTA (KR) - Mahkamah

Konstitusi(MK) menyatakan banding

atas putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Jakarta yang me-

ngabulkan sebagian gugatan Hakim

Konstitusi Anwar Usman soal peng-

angkatan Suhartoyo sebagai Ketua

MK. Kesepakatan banding itu diambil

dalam rapat permusyawaratan hakim

(RPH) yang digelar pada Rabu (14/8).

“RPH dimaksud menyepakati

mengambil sikap untuk menyatakan

banding atas putusan PTUN, sembari

MK menanti salinan utuh putusan

PTUN,” kata Kepala Biro Hukum dan

Administrasi Kepaniteraan MK,

Fajar Laksono di Gedung I MK. 

Menurutnya, RPH tersebut dihadiri

oleh delapan hakim konstitusi, yakni

Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurba-

ningsih, Arief Hidayat, M. Guntur Ham-

zah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani,

dan Ridwan Mansyur. Hal ini berarti

Anwar Usman tidak hadir dalam RPH

tersebut. “Delapan hakim konstitusi

baru saja selesai RPH non-eperkara

terkait sikap terhadap amar Putusan

PTUN Jakarta, tanpa dihadiri Hakim

Konstitusi Anwar Usman,” ucap Fajar.
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PTUN MENANGKAN GUGATAN ANWAR USMAN

8 Hakim MK Nyatakan Banding

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Umum
Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan,
bahwa dalam setiap Musyawarah Nasional
(Munas) Partai Golkar akan ada perubahan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART). Ia menyebut AD/ART harus di-
namis dan antisipatif terhadap perkembang-
an situasi nasional hingga situasi global. 


